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BAB IV 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Independensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara dalam sistem 

ketatanegaran Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Institusi 

negara yang otonom memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan Undang 

undang yang mengaturnya. Namun Independensi yang diberikan kepada 

Bank Indonesia tidaklah bersifat mutlak karena Bank Indonesia dalam 

menjaga akuntabilitas publik dituntut harus mempertanggung jawabkan 

segala kebijakannya secara terbuka kepada publik dan DPR, bahkan dapat 

diintervensi oleh pemerintah guna kepentingan politik. 

2.  Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga negara lainnya terkait fungsi dan 

peran bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini 

Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan 

Pemerintah, DPR, BPK, dan pihak lainnya. Dalam hubungannya dengan 

Pemerintah, kewenangan tersebut ditinjau dalamdari kewenangan yang 

dimiliki masing-masing lembaga, yaitu bank Indonesia sebagai lembaga yang 

melaksanakan kewenangan moneter dan Pemerintah sebagai lembaga yang 

melaksanakan kewenangan fiskal. Hubungan Bank Indonesia dengan DPR, 

setiap awal tahun anggaran Bank Indonesia menyampaikan informasi tertulis 

mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan 
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moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan 

wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain 

itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan 

kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, Bank 

Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. 

Hubungan dengan lembaga otoritas lainnya (dalam hal ini hubungan dengan 

Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (OJK), Koordinasi 

BI-OJK dijalankan dalam kerangka Forum Koordinasi Makroprudensial- 

Mikroprudensial (FKMM), sedangkan kerjasama dan koordinasi Bank 

Indonesia dan LPS dilakukan dalam kerangka penjaminan dan resolusi bank. 

Koordinasi ini dipayungi oleh suatu Keputusan Bersama atau Nota 

Kesepahaman antar lembaga serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

2. Saran 

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat penulis dan kesimpulan 

penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut : 

1.  Kedudukan Bank Indonesia diharapkan untuk tetap independen, karena 

monetary policy (kebijakan moneter) yang dimiliki bank sentral merupakan 

long-time horizon atau memiliki target jangka panjang, terutama mandat 

menjaga stabilitas keuangan nasional. Independensi yang berkurang dari 

Bank Sentral dapat juga memengaruhi persepsi kredibilitas terhadap Bank 

Sentral. Maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur 

organisasi bank sentral dan hubungan institusionalnya dengan pemerintah 

serta menetapkan fungsi dan lingkup kewenangan bank sentral, dengan 
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demikian ketentuan tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan 

operasional bagi bank sentral. 

2.  Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, walaupun 

demikian, dalam pelaksanaan peranan tugas dan wewenangnya, Bank 

Indonesia harus mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan 

Pemerintah DPR, BPK, dan pihak lainnya agar terciptanya tata kelola yang 

baik guna meningkatkan perekonomian yang baik secara keseluruhan. 
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